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PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 23 TAHUN 2OO9

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 1 TAHUN 2OO5 TENTANG PENETAPAN BESARNYA PENGHASILAN DAN

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

BIS M I LLAH I RRAH M AN IRRAH IM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

Men imbang  :  a .

WALTKOTA LANGSA,

bahwa untuk menindaklanjut i  Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler  dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwaki lan Rakyat  Kota (DPRK) Kota Langsa sebagaimana te lah d iubah
beberapa kai i  terakhi r  dengan Qanun Kota Langsa Nomor B Tahun 2oo7
tentang Perubahan Keempat  atas Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler  dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwaki lan Kota (DPRK) Kota Langsa.

bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebi jakan pemer intan
dikarenakan t idak sesuainya kondis i  kebutuhan pada saat  in i  d ipandang
per lu  merubah Peraturan wal iKota Langsa Nomor B Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat  atas Peraturan wal ikota Langsa Nomor 1 Tahun 2005
tentang Penetapan Besarnya Penghasi lan dan Tunjangan Kesejahteraan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwaki lan Rakyat  Kota (DPRK) Kota Langsa.

bahwa berdasarkan per t imbangan sebagaimana d imaksud pada huruf  a  dan
b d iatas per lu  menetapkan Peraturan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler  (  Lembaran Negara
Tahun 1987 Nomor 43,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363) ;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83,  Tambahan Lembaran Negara
N o m o r  4 1 1 0 ) ;
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2003  ten tang  susunan  dan  Kedudukan
Maje l is  Permusyawaratan Rakyat ,  Dewan Perwaki lan Rakyat  dan Dewan
Pewaki lan Rakyat  Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Nomor a310) ;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan  (Lembaran  Negara  Tahun  2004  Nomor  531  Tamba i i an
Lembaran Negara Nomor 4383) ;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2A04 tentang Pemer intahan Daerah
(Lembaran i !egara Tai run 2004 Nomor L25,  Tambahan Lembaran Neqara
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Mene tapkan :

Nomor 3848)  sebagaimana te lah d iubah untuk beberapa kal i  terakhi r
dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008  ten tang  Perubahan  kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemer intahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59) ;

6.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Per imbangan Keuangan
Antara Pemer intah Pusat  dan Pemer intahan Daerah (Lembaran Negai 'a
Tahun 2004 Nomor 126,  Tambahan Lembaran Negara) ;

7 .  tJndang-Undang Nomor 11 Tahun 2AA6 tentang Pemer intahan Aceh
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62,  Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4633);

8.  Peraturan Pemer intah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwaki lan Rakyat  Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90,  Tambahan Lembaran Negara
Nomor 446L)  sebagaimana te lah d iubah beberapa kal i  terakhi r  dengan
Peraturan Pemer intah Nomor 21 Tahun 2007; .

9.  Peraturan Pemer intah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelo laan Keuangan
Daerah (  Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 1040,  Tambahan Lemoaran
Negara Nomor a57B);

l0 ,Peraturan Menter i  Dalam Neger i  Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelo laan Keuangan Daerah sebagaimana te lah d iubah dengan Peraturan
li lenteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

11.  Peraturan Menter i  Dalam Neger i  Nornor  2I  Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,  Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operas ioanal  P impinan
Dewan Perwaki lan Rakyat  Daerah ser ta Tata Cara Pengembal ian Tunjangan
Komun ikas i  i n tens i f  dan  Dana  Operas iona l ;

12.Qanun Kota Langsa Nomor l  Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler  dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (  Lembaran Daerah Kota Langsa
Tahun 2005 Nomor 6 ser i  E )  sebagaimana te lah d iubah beberapa kal i
terakhi r  dengan Qanun Kota Langsa Nomor B Tahun 2007

13.  Qanun Kota Langsa l . lomor tZ Tahun 2008 tentang Pokok -  pokok

Pengelo laan Keuangan Daerah (  Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008
i {omor 12 ) .

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 1
TAHUN 2OO5 TENTANG PENETAPAN BESARNYA PENGHASILAN DAN
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PiMPiNAN DAN ANGGOTA DEVVAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA.

Pasa l  I



Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun 2005 tentang

Penetapan Besarnya Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan

dan Anggota DPRK Kota Langsa diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 68

(1) Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRK Kota

Langsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2A ayat (1) setiap

bulannya sebesar Rp. 2.100.000 ,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah).

(2) Besarnya Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRK Kota

Langsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2A ayat (2) setiap

bulannya sebagai berikut :

a. Ketua DPRK Kota Langsa sebesar Rp. 4.200.000 ,- (Empat Juta

Dua Ratus Rlbu Rupiah);

b. Wakil Ketua DPRK Kota Langsa sebesar Rp. 2.520.000 ,- (Dua

Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif

sejak tanggal 1 September 2009.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 27 Juli  2009 M

' ! .

Diundangkan di Langsa
p a d a t a n g g a l 2 T  J  u l i  2 0 0 9 M

5 Sya'ban 1430 H

SEKRETAR

5 Sya'ban 1430 H

LANGSAP

AERAI| KOTA LA[{GSA,

BERITA DAERAH TAHUN 2OO9 NOMOR


